(Translation)

ACT ON EXTRADITION BETWEEN THE KINGDOM OF THAILAND
AND THE REPUBLIC OF INDONESIA B.E. 2522

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.
Given on the 19" Day of March B.E. 2522;
Being the 34" Year of the Present Reign

His Majesty King Bhumibol Adulyadej has the Royal Proclamation to announce that:

Whereas it is expedient to have a law governing the extradition between the Kingdom

of Thailand and the Republic of Indonesia.

Therefore, His Majesty the King Bhumibol Adulyadej has graciously been pleased to
enact this Act, with the advise and consent of the National Legislative Council, acting as the National

Assembly, as follows:

Section 1 This Act shall be called the “Act on Extradition Between The Kingdom of
Thailand and The Republic of Indonesia B.E. 2522”.

Section 2' This Act shall come into force as from the date following the date of its
publication in the Government Gazette.

Section 3 The extradition between the Kingdom of Thailand and the Republic of
Indonesia shall be in accordance with Treaty Between The Government of The Kingdom of Thailand
and The Government of The Republic of Indonesia on Extradition annexed to this Act.

Amending the list of crimes in the annex of the treaty under paragraph one shall

come into force upon its publication in the Government Gazette.

Section 4 The Minister of Foreign Affairs, the Minister of Interior and the Minister of
Justice shall take charge under this Act in accordance with the part of power and duty of each
Ministry.

Counter-Signature:
S. Hotrakitya
Deputy Prime Minister

' The Government Gazette, Volume 96 Section 53, Special Edition, Page 1 dated 15th April 1979.



PERJANJIIAN ANTARA
PEMERINTAH KERAJAAN THAILANb DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

TENTANG EKSTRADISI

PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND DAN

. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

" Berhasrat untuk memperkuct ikaton pershabatan yang telah terialin

lama antore kedua negara,
Mengingat bohwa kerjo somo yong efekif antora kedwo negora

dalam meloksanckan peradilan memerlukan disdakannya perjaniian

‘tentang ekstradisi,

TELAH MENCAPAl PERSETUJUAN SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAIN EKSTRADIS)

Pelrnerinfuh Kercjoan Thailand dan Pemerinh'.;h Republik Indonesia
bersepakat untuk saling menyerchkan, sesuai dengan ketentuan-
kgteniuﬁn dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjonjian Ini,
orang-orang yang- ditunfuf aleh pejabat-pejubat yang berwenang
darl Pihak peminta kearena melakukan kejohaton atou yang dicari

oleh pejabat-pejabat tersebut untuk menjalani hukuman.

Posal 2

e

T




)

)

3

@)

-2 -
Pasal 2

KEJAHATAN YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN

Penyerahan okon dilakukan bertalign dengan kejahatan-

kejohaton yong tercantum didalom Lampiran Perjanjian ini.

Kejohatan yang' ditentukan dalom ayot {1) Pasal ini men-

cokup perbontuan dan percoboan melakukan kejahatan ter-

sebut.

Perubahan-perubahan terhadap daftar Jampiran yeng dise.rbuf-
kan dalam ayat 1 sewaktu-woktu dopat dibuat berdasarkan
persefujuan bersama antara Pibwk-Pihak yang bersangkutan;
persetujuan mana akan dicatat didalam Pertukaran Nota

Diplomatik.

Pasal 3

KEJAHATAN POLITIK

Penyerahan tidak akan dilakukan jike kejobaton yong di-
mintakan penyerahan it dionggap oleh Pihak yong diminta

sebagai kejahatan politik,

Menghilangkan atau percobaan menghilangkon nyawa Kepala
Negara atau anggota keluarganya atau Pejabai Kepala
Negara fidak akon dignggop sebugal kejahatan politik

dalam Perjanjian ini.

Pasal 4




Pasal 4
PENYERAHAN WARGA NEGARA

(1 Masing-masing Pihak mempur;yai hak untuk menclak pe-
nyerchan mrgdnegurur;yd;}

(2)°  Jika Pihak yang diminta tidak menyerahken wargonegara-
nya, Pihok the atas permintaan Pilok peminta wajib me-
nyerahkan perkars bersongkulan kepada pejabat yang
berwenang dari Pihak yang diminte untuk penuniutan.

Untuk maksud ini berkas perkara-berkas perkara, keterangan-
keterangan dan bukti-bukti mengenai kejohatan itu wajib di-

serahkan oleh Pihak peminta kepods Pihak yang diminta.

{3) Dengan Fdak mengurangi ketantuan dalar;1 ayat 2 Pasal
ini, Pihol yang diminta tidak akon diwajibken untuk me-
nyerahkan perkara itu kepada pejobat yang berwenang
untuk melakukan penuntutan jika pejabat yang berwenang

itu tidak mempunyai yurisdiksi.

Passl 5

TEMPAT DILAKUKANNYA KEJAHATAN

ihak yang diminta dapat menoclak penyerahan orang yang diminta
untuk kejahatan yang menurut hukum Pihak yang diminta dilaku-

kan seluruhnya afau sebagian dalam wilayahnya ofou ditempat

' yang diperlakukan sebagai wilayahnya.

Pasal &




Pasal &

PROSES PEMERIKSAAN YANG SEDANG BERJALAN -
TERHADAP KEJAHATAN YANG SAMA

]

Pihak vang diminta dapat memolak penyerahdn orang yang dimintg
- Jika pejabat yang berwenang dari Pihak itu sedang mengadaken
pemeriksaan terhadap orong tersebut bertalion “dengan kejahatan atau

‘kejahatan-kajohotan yang diminfakan penyerahannya.

Posod 7

NON BIS IN IDEM

Penyerahan fidak okan dilakukan, jika putusan terakhir pengadilan
sudah dijatubkan oleh pejabat yang berwenang dari Pihak yong di-
minta terhadap orang yang diminta bertalion dengan kejahatan arau

kejahaton-kejahaion yang dimintakan penyerabannya.

Pasal 8

—

AZAS KEKHUSUSAN

Seseorang yang diserablan tidak akan dituntut, dihukum aton di-
tahan untuk kejohatan apapun yang dilakukan sebalum penyerahan-
nya selain dari pada kejohatan untuk mana io diserahkan kecuali

dalam hal-hal sebogai bertkut ;

(o) bile Pihak yong diminte menyerahkan orang ity rﬁenyetuiu:’-
nya. Permohonan persetujuan disempaikan kepada Pihak yang

diminta, diserrai dengan dokumen-dokumen yang disabut

dalam
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© dalam Pasal 15.
Persetujuan akan diberikan jika kejohaion itu termasuk
i kejohaton yang dapat dimintokoan penyerahannya sesuai de-

ngan ketentuan—ketentudn “Halam Posal 2 Perjanjion ini;

(] bila orang itu, seteloh mempunyal kesempatan wnivk me-
ninggalkan wilqyuh. Pihak kepada siopo fo diserabkan, |
tidak menggunakan kesempaton itu dalam 45 hari seteloh
pembebasannya, atay kembali lagi ke wilayah ifu sesudsh

ia meninggalkannya.

Pasal 9

PENAHAMNAN SEMENTARA

)] Dalam keadoan wendesuk pejobat yung br.;rwennng dari
Pihak pemints dopat meminia penchonan sementare terhadap
seseorang yang dicori. Pejobat-pejobat yang berwenang
dari Pihak yang diminta akan mengambil kepulusan sesuai

dengan ketentuan-ketentuan hukumnya,

{2) - Dalam permintoan untuk penchanan semenfara diterangkan
bahwa dokumen-dokumen yang disebut dalam Pasal 15
tersedia dan bohwa ada maksud untuk menyampaikan per-
mintaan penyerahan. Diterangkan juga unituk kejohatan opa
penyerchan itu okan diminta dan bila dan dimana ke~
johatan itu dilakukan dan sedapat mungkin wajib memuat

urgian tenfang orang yang dicari.

{3 Permintuon
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Perminkaan untuk penahanan sementara’ disampaikan di
Thailand kepada Direktur Jenderal Departemen Kepolisian
dan di Indonesia, kepado -Mational Cenfr;zl Bureav (MN.C.B.)
Tndonesia/Interpol  baik “melalul saluran diplomatik maupun
langsung dengan pos afau telegram atau melalui Interna-

tional Criminal Police Organization (INTERPOL).

Pihak Peminta okan diberitahu dengon segera keputusun

atas permintaannya.

Penchanan sementara dapat diakhiri, jike dalem wakitu 20
heri setelah penghanan, pihak yang diminta tidak menerima
permintaan penyerahan dan dokumen—dokumen yang disebut

dalam Posal 13,

Pembebusan seseorang tdak menghalangi penahanan kembali
dan penyerahan fike perminfaan untuk penyerahan diterima

sesudah o,

Pasal 10

PENYERAHAN ORANG YANG AKAN DISERAHKAN

Pihak yang diminta okan memberitahukan keputusannya
tentang perminfaan penyerchan kepada Pihak peminta

melalui saluran diplomatik,

Untuk setiop permintaan yang ditolak wajib diberikan

alasan~alasannya.

R
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Jika perminican disetujui, Pihak peminta waijib diberitahu
tentang tempat can hanggal penyerahan dan lamanya orang |

yang bersangkutan ditahan unitk maksud penyerahan.

4

Jika orang yang diminta penyerahannya fidak diambil
pada tanggal yang ditentukan, maka dengan Kdak mengu-

rangi ketentuan-ketentuan dalam ayat 5 pasal ini, ia

. dapat dilepasken sesudoh lampav 15 hari dan bogaimana-

pun juga wajib dilepaskan sesudah lompou 30 hori  dan
Pihak yang diminta dapat menolok penyerahannya untuk

kejohatan yang sama.

Jika keadoan diluar kekuasaannya tidak memungkinkan
suatu Pihak untuk menyerahkan atau mengambil orang
yang bersangkutan, maka Pihak il waijib memberitahukan

Pihak lainnya,

Kedua Pihak akon menetopkan * bersama tanggal lain untuk

penyerahan dan ketentuan-ketentuan dari ayat {(4) Pasal

Cini diperlql-':ukun.

Pasal 1%

PENYERAHAN YANG DITUNDA

Pihak yang diminto, sesudah mengambil keputusan tentang permin-

mintaan penyerchan, dapat menunda penyerahan orang yang di-

minta supoya orang itu dopat diperiksanya, atau jika ia sudah

dijatuhi hukumon, supoya crang fu dapar menjalani hukumannya

dalam




dalam wilayah Pihak ity untuk kejehatan lain daripada kejahatan

yang diminfokan penyerahonnya.

+Pasal 12

PENYERAHAN BARANG

(1} Pihak yong diminta, sepanjang hukumnya memperbolehkan
don otas permintaon dari Pihak peminta, wajib mensite don

_menyerahkan barang :

@) yong mungkin diperlukan sebogai bahan pembul'f.ﬁun
atau

() yong diperoleh sebagai basil dari kejahaton itu, dan -
yang terdopat pada orang yang dituntut pada waktu
penahanan dilakukan, etou yang diketemukan sesudah

itu,

(2) Barang yang dissbut dulam ayat (1) Pasal ini wallb di-
serahkan, sekalipun ekstradisi yang telah disefujui tidak
dapat dilakvkan karena kemation .orung yang diminta pe-

nyerchannya atou karena ia melartkan diri.

T3 Apabila barang tersebut dopat disite atau dirempas dalam
wiloyah dari Pihok yang diminta, moke dolam hubungan
dengon broses pemeriksoan perkara yong sedang berjalan,
Pihak ini dopot menchannya uniuk sementarc otau menye-
rahkannys dengan syarat bohwo barang it akon dikembali-

kan,

{4) Setiap

B
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(3.} Setiap hok yong mungkin diperoieh I.’ihuk yang diminta
afou Pihak Ketign atas barang tersebut wajib difamin.
Dalam hal demikian, bdF;ng tersebut woiib dikembalikan
tanpa biaya kepada P?huk yang diminta secepat mungkin

sesudah pemeriksaen pengadilan selesai,

Pasal 13

TATA - CARA
Tata-cara mengenat penyerahan dan penchanan sementara dari
orang yang diminta penyerchannya, aken tunduk semato-mata

pada hukom Pihak ydr;g diminto.

Pasal 14

BIAYA - BIAYA

Bigyu~bioye yong dikeluarkan dalam wiloyah Pihak yang diminta

berkenoan dengan penyerahan akan difanggung oleh Pihak ifu.

Pasal 15

SURAT PERMINTAAN DAN DOKUMEN-DOKUMEN
YANG DIPERLUKAN

(l.) Permintaan penyerahun wajib dinyafckan secaro teriulis dan
dikirimkan di Thailand kepada Menteri Dalam MNegeri dan
di Indonesia kepada Menteri Kehokiman melalui saiuran

Diplomatik,
{2) Permintaon penyerahan wajib diserfai :

{o) lembaran ..

%:.;a,

—-
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lembaran asli atau solinan yang disahkan dari peng=
hukuman dan pidana yong dapat segera dilaksanakan
atay surat perinioh” penchanan atav surat periniah
loinnya yang mémpunyal akibat. yang sama dan d%-« :
kelvarkan sesual dengan tata~cara yang ditetapkan

dalom hukum Pihak peminta,

keterangan dari kejahatan yong diminttkan penyerchan-
nya. Waktu dan fempat kejchaton dilokskan, uraian

yuridis dan penun]t;rkkqn pada kefenhnn-keferztuc;n hu-

kum yang bersangkutan d?uruik;!n secermat mungkin,

dan

salinan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan

atou {ike ini tidak mungkin suaty keterangan -fentong
hukum yang bersangkutan dan uraien secemﬁt mungkin
dari arang yong diminfa penyerahannya, bersama~sama
dengon keterangan lain apopun juga yang dapat wmem-

bantu menenfukan identitas dan kebangsaannya.

Dokumen-dokumen yarg digunokan dolam proses penyerahan

dibuat dalam bohasa Inggris.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISEHAN

Setiap perselisihan yang timbul antora kedus Pihek karena

penafsiran . . .

k.
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penafsiran dan pelaksanoan dori Perjanjian ini akan diselesaikan

secara domai dengon musyawarah otau perundingan.

Pasal 17

MULAL BERLAKUNYA PERJANIAN

Perjanfion inl akan dischkan don mulai berlaku pada tanggal

penukoran Piagam Ratifikasi.

Pasal 18

BERAKHIRMN YA PERJANJIAN

Perjaniian ini dapat digkhiri setiop wokiv oleh sulah satu Pihak
dengan memberitahukan kepada Pihak yong lain meksud untuk me- -
fokukan hel v & {enum) bulan sebelumnya.

Pengakhiren Perjonjian ini fidek akan menghalangi suvatu proses
yang telah dimulal sebelum tanggol dari pengoakhiren yang demikian

ity.

UNTUK MENYAKSIKANNYA, yang berfanda fangan dibawah ini,
yang dikuasaken secara soh oleh masing-masing Pemerintohnya,

telah menandatangani Perjanjian ini,

Dibuat dalam rangkap dua di Bangkok pada tanggal duapuluh
sembilan Juni, seribu sembilan ratus tujuh pulvh enam dalam

bahasa Thai, bahesa Indonesia dan bahase Inggris, semua naskah

adalah ...
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adalah soma-sama sahnya.

‘Dalom hal ferjadi perbedoan fafsiran, moka naskah bahasa

Inggris menentukan.

_Unruk Pemerintah Untuk Pemerintah

Kerajaan Thailand Republik Indonesia

RISyt
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LAMPIRAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2

DAFTAR KEJAHATAN YANG DAPAT DISERAHKAN

Pembunuhan dengan rencang

Pembunuhan

Perkosaan

Penculikan dan penculikan anek

Penganiayaan

Perampasan kemerdekean sesecrang secara melawan hukum
Perdagangan budak

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan ferbodap wanita dan
gadis

Pencurian dengan pengrusakan, pencurion dan tindak pidana
yang bersangkuian dengan pencurian

Pencurian dengan kekerasan

Pemalsuan dan kejohatan yang bersangkutan dengan pemalsuan
Sumpoh palsu, memberi, membuat dan menggunakan bukti
patsu

Penghancuran ateu pengrusakan buran.g secara melowan  hukum
Penggelapan

Penipuwin dan perbueian rcurcmg

Penyvapan don korupsi

Pemerasan

Kejahaton yang berhubungan dengon vong ker‘l'us,l mata uang
dan meteral

Pervyelundupan

{20)

LAl




(20)
{21)
(22)

(23)

(24)

{23)

(26)

Menimbulkan kebakaran

Kejahatan yang bersongkuton dengan narkotika

Pemilikan atau Reng}ed;::-an secara melawan hukum atas
senjolo opi, amunisi atay bahan peledak

Pembojakan Jaut

Menenggslamkan otau merusak kopal dilawt otau permo-
fukatan univk melokukan kejahatan tersebut

Penyerangun diatas kopal dilaut bebas dengan maoksud
membunvh atau menye&:bkan penganiayaan -
Pemberontakan aiqu permufakatan untuk memberentak oleh
dva orong otau lebih diatas kapal dilaut bebas terhadap
kekuasaan nakhoda _

Lain-lain kejohaian yang ditambahkan pada Lampiran ini

sesuai dengan ayat (3) dari Pasal 2.






